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1. PENDAHULUAN 

Analisis kebijakan merupakan aktivitas untuk menciptakan 

pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Lasswell 

1971, di dalam Dunn, 1994). Untuk menciptakan pengetahuan tentang 

proses pembuatan kebijakan, maka analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, 

dan kine j a  kebijakan dan program publik. Sementara Dunn (1994) sendiri 

menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan 

praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis, menilai, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan didalam proses kebijakan. 

Analisis kebijakan dapat pula dipandang sebagai ilmu yang menggunakan 

berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat 

politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 

Sebagai suatu disiplin ilmu terapan untuk menghasilkan informasi yang 

bersifat deskriptif, evaluatif, dan normatif, analisis kebijakan meminjam 

berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, administrasi publik, hukum, 

ekonomi, filsafat, etika dan berbagai cabang sistem analisis termasuk 

matematika terapan. Tetapi perlu digaris bawahi, bahwa analisis kebijakan 

tidak hanya diciptakan untuk membangun dan menguji teori-teori deskriptif 

seperti teori-teori politik, ekonomi dan sosiologi, melainkan melampaui apa 

yang bisa dicapai oleh disiplin tradisional tersebut. Jika disiplin tradisional 
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hanya menjelaskan keteraturan-keteraturan empiris, maka analisis kebijakan 

mengkombinansikan dan mentransformasikan substansi dan metode 

beberapa displin dan menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan 

yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik tertentu. Hal ini 

disebabkan karena tujuan dari analisis kebijakan tidak hanya sekedar 

memproduksi informasi tentang "fakta", melainkan menghasilkan informasi 

tentang nilai-nilai dan serangkaian tindakan-tindakan yang direkomendasikan 

untuk dipilih. 

Ada 3 bentuk analisis kebijakan, yaitu (1) analisis kebijakan prospektif, 

(2) analisis kebijakan retrospektif, dan (3) analisis kebijakan terintegrasi 

(Dunn, 1994). Analisis kebijakan prospektif adalah suatu analisis kebijakan 

yang dilaksanakan untuk memproduksi dan mentransformasikan informasi 

sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Menurut Williams 

(1971, di dalam Dunn, 1994) analisis kebijakan prospektif merupakan suatu 

alat untuk mensintesakan informasi yang dipakai dalam merumuskan 

alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, 

diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai pedoman dalam 

pengam bilan kebijakan. Analisis kebijakan retrospektif adalah suatu analisis 

kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan dan mentransformasikan 

informasi setelah aksi kebijakan dijalankan. Analisis kebijakan terintegrasi 

adalah merupakan kombinasi dari analisis kebijakan prospektif dan 



retrospektif, yaitu untuk menciptakan dan mentransformasikan informasi 

sebelum dan setelah aksi kebijakan diambil. 

Ada 5 tipe informasi yang dapat dihasilkan oleh analisis kebijakan, 

yaitu masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil 

kebijakan, dan kinerja kebijakan (Dunn, 1994). Kelima informasi tersebut 

dihasilkan dari 5 kegiatan analisis kebijakan yang meliputi perumusan 

masalah kebijakann, peramalan masa depan kebijakan, perancangan 

kebijakan (rekomendasi), pemantauan hasil kebijakan dan penilaian kine rja 

kibijakan. Titik sentral dari kelima kegiatan tersebut terletak pada kegiatan 

perumusan masalah kebijakan. Apabila masalah kebijakan tidak dirumuskan 

secara tepat, maka informasi yang dihasilkan tidak ada gunanya atau sama 

dengan "sampah". Bila dilakukan pemecahan persoalan terhadap masalah 

yang dirumuskan secara tidak tepat berarti telah dilakukan kesalahan tipe 

ketiga. Secara komprehensif mekanisme dari kelima kegiatan analisis 

kebijakan serta inforrnasi yang dihasilkannya diilustrasikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 : Analisis Kebijakan Yang Berorientasi Pada Masalah 
(Dunn, 1994) 



11. RUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDAL DANAU 

SINGKARAK 

Berdasarkan hasil penelitian (Idris, 2002) diperoleh informasi bahwa 

sebelum PLTA Singkarak beroperasi pola oufflow dan elevasi Danau 

Singkarak terbentuk secara alamiah dan oufflow Danau Singkarak hanya ke 

hulu Sungai Ombilin saja dengan besar debit alirannya mengikuti pola inflow. 

Tetapi sejak PLTA Singkarak beroperasi maka pola outflow mengalami 

perubahan mengikuti pola pengoperasian PLTA Singkarak, sehingga telah 

te jadi suatu kondisi yang berbeda secara signifikan dengan kondisi sebelum 

PLTA Singkarak beroperasi. Perbedaan tersebut merupakan kondisi yang 

tidak diinginkan oleh banyak kelompok masyarakat yang terwujud dalam 

berbagai bentuk kondisi fisik, biologi, sosial ekonomi, dan berbagai aspek 

kehidupan lainnya. Kondisi yang tidak diinginkan tersebut, pada hakekatnya 

merupakan gambaran suatu situasi masalah yang perlu dirumuskan secara 

tepat, sebelum suatu kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Untuk kepentingan perumusan kebijakan, perbedaan kedua kondisi 

tersebut disederhanakan seperti disajikan pada Tabel 1. 



Tabel 1 
Perbandingan Kondisi Sebelum dan Setelah PLTA Singkarak Beroperasi 

Sumber : Idris (2002) 

No. 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tabel 1 menggambarkan, bahwa sebelum PLTA Singkarak beroperasi 

debit rata-rata outflow Danau Singkarak ke hulu Sungai Ombilin adalah 

Aspek yang berbeda 

Debit Ouflow Danau 

Singkarak ke Sungai Ombilin 

Produksi Pertanian Di 

Sepanjang Sub-DAS Ombilin 

Biaya irigasi tradisional per ha 

di sepanjang Sub-DAS Ombilin 

Luas areal sawah beririgasi 

tradisional 

Musim tanam per tahun di 

sepanjang Sub-Das Ombilin 

Elevasi Danau Singkarak 

Produksi Perikanan di perairan 

umum Danau Singkarak 

Nilai ekonomi air per m3/dtk 

sebesar 49/60 m3Jdetik dan setelah PLTA Singkarak beroperasi turun secara 

drastis menjadi 3,33 m3/detik. Debit oufflow ke hulu Sungai Ombilin sebesar 

Kondisi 
Sebelum PLTA 

Beroperasi 
49,6 m3/deti k 

6.059,78 ton 

Rp. 714.311,- 

469,75 ha 

3 kali 

Max = 363,OO 

Min = 360,OO 

Rerata= 361,78 

1.440,59 ton 

Rp. 4,07 

49,60 m3fdetik terbentuk secara alamiah dan tergantung pada besar inflow- 
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Setelah PLTA 
Beroperasi 

3/33 m3/detik 

2.863,80 ton 

Rp. 1.163.768,- 

333,OO ha 

2 kali 

Max = 363,030 

Min = 360,180 

Rerata= 361,90 

742,58 ton 

Rp. 130,69 



nya, sedangkan debit outflow sebesar 3,33 m3/detik sangat ditentukan oleh 

tingkat operasionalisasi PLTA. Pada kondisi alamiah, secara rata-rata debit 

inflow sama dengan debit oufflow, karena tempat keluaran air dari Danau 

Singkarak hanya ke hulu Sungai Ombilin saja. Tetapi setelah PLTA Singkarak 

beroperasi, besar debit oufflow ke hulu Sungai Ombilin hanya sebesar selisih 

dari debit inflow yang ditambah dengan simpanan air di danau dikurangi 

dengan debit pemutar turbin PLTA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

besar debit oufflow ke hulu Sungai Ombilin dapat ditentukan berdasarkan 

suatu kebijakan melalui kompromi yang saling menguntungkan antara 

masyarakat pengguna air di sepanjang Sub-DAS Ombilin dengan pihak PLTA 

Sing karak. 

Pada debit sebesar 49,60 m3/detik luas sawah yang bisa diairi seluas 

469,75 ha dengan fiekuensi penanaman per tahun rata-rata 3 kali. Untuk 

mengairi sawah seluas 469,75 ha, dibutuhkan biaya pengadaan air per ha 

adalah sebesar Rp.714.3 1 I,-. Dengan produksi per ta hun rata-rata sebanyak 

6.059,78 ton. Setelah PLTA Singkarak beroperasi debit oufflow Danau 

Singkarak ke hulu Sungai Ombilin rata-rata adalah sebesar 3,33 m3/detik. 

Pada debit sebesar 3,33 m3/detik luas sawah yang bisa diairi hanya seluas 

333,O ha, dengan fiekuensi penanaman per tahun rata-rata 2 kali. Untuk 

mengairi sawah seluas 333,OO ha, dibutuhkan biaya pengadaan air per ha 

sebanyak Rp. 1.163.768,-. Semua masalah ini berakar dari pengurangan 



debit oufflow ke hulu Sungai Ombilin , dan bila masalah debit oufflow telah 

teratasi, maka dengan sendirinya masalah ini juga akan teratasi. 

Selanjutnya sebelum PLTA Singkarak beroperasi elevasi Danau 

Singkarak rata-rata 362,50 meter DPL. Pada elevasi tersebut jumlah 

tangkapan nelayan rata-rata 1.4~40~59 ton per tahun. Sedangkan setelah 

PLTA Singkarak beroperasi elevasi danau turun menjadi rata-rata 361,902 

meter DPL dengan jumlah tangkapan rata-rata per tahun sebanyak 742,58 

ton. Turunnya jumlah tangkapan ini memang tidak hanya disebabkan oleh 

turunnya elevasi danau melainkan juga dipengaruhi oleh fakto lain seperti 

penangkapan berlebihan dan penangkapan yang tidak ramah lingkungan. 

Tingkat elevasi danau setelah PLTA Singkarak beroperasi sangat tergantung 

pada tingkat operasional PLTA dan bear oufflow ke hulu Sungai Ombilin. 

Besar oufflow ke hulu Sungai Ombilin telah ditentukan berdasarkan SK. 

Gubernur Sumatera Barat dan akan dipergunakan untuk pedoman bagi PLTA 

Singkarak dalam operasionalnya. 

PLTA Singkarak yang berkapasitas 175 MW akan beroperasi pada 

kapasitas maksimal dengan membutuhkan debit air sebesar 77 m3/detik yang 

melebihi debit oufflow danau 49,6 m3/detik yang terbentuk secara alamiah. 

Tingginya kapasitas maksimal ini berpotensi bagi PLTA untuk memanfaatkan 

air danau melebihi kapasitas alamiahnya, sehingga berdampak pada 

penurunan ting kat elevasi danau. 



Berdasarkan gambaran di atas, situasi permasalah yang dihadapi 

dalam pengembangan pemanfaatan SDAL Danau Singkarak dapat dilakukan 

pemetaan masalah seperti dilustrasikan pada Gambar 2. 

Kincir Naik Pangan Di Sub-DAS 
Ombilin Turun 

Frekuensi Luas Sawah 
Musim Tanam Beririgasi 

Kemarnpuan lrigasi Tradisional 
Berkurang 
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Sungai Turun 

Produksi Perikanan 

Tempat 
Pemijahan 
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Fotosintesis 

Populasi lkan 
Berkurang 
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Gambar 2 : Pemetaan Masalah Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan 

SDAL Danau Singkarak 



Gambar 2 di atas memperlihatkan bahwa ada dua persoalan pokok 

dari semua masalah yang muncul setelah PLTA Singkarak beroperasi, yaitu; 

1. Tejadi penurunan outflow Danau Singkarak ke Sungai Ombilin yang 

mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dalam bentuk 

peningkatan biaya operasional irigasi, penurunan intensitas 

penanaman per tahun dan penurunan luas areal penanaman. 

2. Te jadi penurunan elevasi Danau Singkarak yang mengakibatkan 

terganggunya habitat dan tempat pemijahan ikan, sehingga 

menimbulkan kerugian bagi nelayan disekitar perairan umum Danau 

Singkarak dalam bentuk penurunan jumlah tangkapan. 



111. KEBUAKAN PENGELOLAAN SDAL DANAU SINGKARAK SECARA 
BERKELAMJUTAN 

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengembangan pernanfaatan 

SDAL Danau Singkarak perlu dipertimbangkan berbagai f a b r  yang terkait antara 

lain persepsi masyarakat tentang eksistensi SDAL Danau Singkarak dan dampak 

PLTA terhadap masyarakat disekitamya, kondisi kualitas air danau, nilai ekonomi 

total pemanfaatan SDAL Danau Singkarak dan perkembangan baru dalam sistem 

pernerintahan daerah (otonomi daerah). 

Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah untuk melestarikan 

fungsi SDAL Danau Singkarak, sehingga dapat dipergunakan untuk sebesar- 

besamya bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan yang 

berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan tujuan pengelolaan lingkungan 

hidup seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 

tentang pengelolaan lingkungan hidup. Secara khusus kebijakan ini ditujukan 

agar PLTA Singkarak dapat beroperasi pada tingkat yang optimal dan 

masyarakat yang telah lebih dahulu mengambil manfaat dari SDAL Danau 

Singkarak tidak dirugikan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 4 sasaran pokok, yaitu; 

(a) lahan pertanian seluas 469,75 ha bisa diairi kembali dengan irigasi yang 

memanfaatkan air Sungai Ombilin ; (b) menurunnya biaya pengadaan air ; 

(c) meningkatnya intensitas penanaman menjadi 3 kali per tahun; dan (d) 



meningkatnya kembali jumlah produksi perikanan di perairan umum Danau 

Singkarak. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ada 2 kebijakan penting 

yang hams diambil, yaitu (a) merumuskan kernbali besar debit outflow Danau 

Singkarak ke hulu Sungai Ombilin; dan (b) mewmuskan kembali elwasi minimum 

yang hams dipertahankan. 

a. Kebijakan Terhadap Debit Oufflow Danau Singkarak ke Hulu Sungai 
Ombilin 

Besar debi outflow Danau Singkarak ke Sungai Ombilin telah ditetapkan 

bedasarkan SK. Gubemur Sumatera Barat No. 660.1-565-1998 sebesar 2 

m3/detik pada musim hujan dan 6 m3/detik pada musim kernamu. Berdasarkan 

data pencatatan debit air mulai I Januari 2000 sampai dengan 12 Juni 2000 

(PLTA Singkarak), temyata dari tanggal I Januari - 23 Januari 2000 debit outflow 

ke Sungai Ombilin ram-mta 29,73 m3/d/detlk, makimum 56,90 m3/detik, minimum 

4 m3/detik, sedangkan dari tanggal 24 Januari sampai dengan 12 Juni 2000 debit 

outflow ke Sungai Ombilin ram-mta 3,060 m3/detik, maksimum 4 m3/detik, 

minimum 2 m3/detik. Sementara bedasarkan studi necara air yang dilakukan 

Helmi, dkk. (2000), debit rata-rata outflow Danau Singkarak ke Sungai Ombilin 

sebesar 3,33 m3/d&k atau berada didalam batas-batas yang ditetapkan. 

Bila diasumsikan ketentuan dalam SK Gubemur tersebut belum 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, rnaka kebijakan yang perlu dilakukan adalah 



kegiatan monitoring oleh ' Lembaga Penge/olaan Si/m&edap Abm dan 

Lingkngan Danau Sjingkamk" untuk rnemastikan kesesuaian ketentuan tersebut 

dengan musim. Selanjutnya bila dari hasil monitoring temyata ketentuan dalam 

SK Gubemur tersebut telah dilaksanakan, tetapi masyarakat masyatakat masih 

dirugikan, maka ada 2 altematif kebijakan yang dapat diambil, yaitu; 

(a) Tetap mempertahankan ketentuan berdasarkan SK Gubemur, namun 

masyarakat yang dirugikan hams dikompensasi sesuai dengan kerugian 

yang dialaminya. Bentuk kornpensasi tersebut tidak hams dalam bentuk 

uang, melainkan juga dalam bentuk modifikasi sistern irigasi berteknologi 

tradisional (kinar), sehingga bisa beroperasi pada debit air yang sesuai 

dengan SK Gubemur dan biayanya rendah, dan memberikan pendidikan 

dan ketetampilan dalam pertanian tanarnan palawija. 

(b) Merevisi kembali ketentuan debi outflow ke Sungai Ombilin yang sesuai 

dengan kebutuhan debi air untuk irigasi berteknologi Misional (kincir). 

Bila attematif pertama (a) yang diambil maka konsekuensinya PLTA 

Singkatak akan rnenanggung biaya sebesar kerugian yang diderita oleh 

masyarakat pemilik kincir atau sebesar biaya modifikasi irigasi berteknologi 

tradisional, sedangkan bila ahmatif kedua (b) yang diambil rnaka 

konsekuensinya adalah berkutangnya debit air yang bisa digunakan untuk 

pernutar turbin (Qav) atau hilangnya kesernpatan untuk rnenghasilkan energi 



lisbik. Sebaiknya PLTA Singkarak memilih attematif pertama, bila nilai kompensasi 

yang harus dibayamya lebih kecil dari nilai hilangnya kesempatan untuk untuk 

menghasilkan energi lisbik. Dengan kata lain pihak PLTA akan beroperasi 

optimum pada kondisi debit outflow sesuai dengan SK Gubemur, bila beban yang 

harus ditanggung (margin1 Cbsq lebih kecil dari hilangnya kesempatan 

mem peroleh pendapatan (Magha! Revenue). 

b. Kebijakan Terhadap Elevasi Danau 

Penurunan elevasi danau akibat operasional PLTA Singkarakl lebih 

kurang 2 meter, tetapi pengurangan daerah pantai yang dangkal (itoral) dan 

berlumpur lebih dari pada itu, yaitu sekitar 15 meter yang merupakan tempat 

tumbuhnya jariamun (Potamogeton ob/ongus).Tumbuhan jariamun 

(Potamogeton oblongus) ini sangat penting bagi kehidupan biota di perairan 

Danau Singkarak. 

PLTA Singkarak telah menetapkan rencana pola pengoperasian dengan 

prinsip keseimbangan air sesuai dengan tipikal tahun hidrologi yang 

ditentukan oleh PLTA Singkarak secara sepihak, sehingga dikawatirkan 

kurang memperhitungkan kelestarian potensi keanekaragaman hayati Danau 

Singkarak. Dalam pola pengoperasian tersebut elevasi yang harus 

dipertahankan hanya yang maksimal saja, sedangkan elevasi yang minimal 

tidak ada. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian tentang keterkaitan 



antara tingkat elevasi dengan bio-ekologi ikan di Danau Singkarak dan 

tingkat elevasi yang tidak mengganggu kelestarian semua potensi 

keanekaragaman hayati Danau Singkarak. Hasil pengkajian ini akan 

digunakan untuk menentukan elevasi minimum yang harus dipertahankan 

untuk digunkan oleh PLTA sebagai pedoman dalam operasionalisasinya. 

Bila dari hasil penelitian tersebut temyata tingkat elevasi minimum hams 

ditingkatkan ddri kondisi sebelumnya, maka ada dua altematif kebijakan yang 

dapat diambil; 

(a) Tetap mempertahankan tingkat elevasi yang telah direncanakan oleh 

PLTA Singkarak, tetapi hams membayar kompensasi sebesar kerugian 

yang diderita oleh nelayan. Kornpensasi tidak harus dalam bentuk uang 

ganti rugi, melainkan juga dapat dalam bentuk lain seperti rnemberikan 

pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat di sekitar danau; dan 

membuka lapangan ke j a  attematif pengganti peke jaan sebagai nelayan, 

sehingga berkurang ketergantungan masyarakat terhadap danau; serta 

mengembangan teknologi perikanan yang berkelanjutan. 

(b) Meningkatkan elevasi minimum yang harus dipertahankan, yaitu elevasi 

yang dapat menjamin kelestarian fungsi ekologis danau, sehingga tidak 

mengganggu kehidupan biota di perairan umum Danau Singkarak. 



Bila altematif pertama (a) yang diambil maka konsekuensinya PLTA 

Singkarak akan menanggung biaya sebesar kemgian yang diderita oleh nelayan 

atau sebesar biaya penciptaan lapangan keja altematif bagi nelayan atau sebesar 

biaya pengembangan teknologi perikanan yang berkelanjutan, sedangkan bila 

atternatif kedua (b) yang diambil rnaka konsekuensinya adalah berkurangnya 

debi air yang bisa digunakan untuk pemutar turbin (Qav) atau hilangnya 

kesempatan untuk menghasilkan energi lisbik. Setiap sentimeter (an) tingkat 

elevasi danau rnarnpu rnenyimpan air sebanyak 1.128.947 m3. Apabila elevasi 

minimum yang hams dipertahankan dinaibn sebesar 1 an, maka akan hilang 

kesempatan bagi PLTA untuk rnemproduksi lisbik sebesar 81.405,93 kwh. 

Sebaiknya PLTA Singkarak memilih altematif pertama, bila nilai kompensasi yang 

hams dibayamya lebih kecil dari nilai hilangnya kesempatan untuk menghasilkan 

energi lisbik. Dengan kata lain pihak PLTA akan beroperasi opbmum pada kondisi 

elevasi yang telah direncanakan semula, bila beban yang hams ditanggung 

(marginal Cbsq lebih kecil dari hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan 

(Marginal Revenue). 
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IN. PENUNP % 
Langkah pertama yang hams dilakukan dalam setiap pembuatan kebijakan 

adalah merumuskan permasalahan secara tepat. Bila pennasalahan tidak 

dirumuskan secara tepat berarti k i  akan rnelakukan kw/ahan btipe kefiga, yaitu 

memecahkan persoalan yang pada hakekatnya bu kan persoalan. Akibatnya 

semua sumberdaya yang dikerahkan untuk rnengatasi persoalan tersebut akan 

terbuang secara percuma. Masih untung bila yang dipecahkan adalah akibat dari 

suatu persoalan bukan penyebabnya. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan persoalan mendasar yang dihadapi 

dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan danau Singkarak adalah 

pemanfaatan sumberdaya perikanan telah melampaui daya dukungnya. Oleh 

sebab itu perlu dirumuskan suatu kebijakan yang berorientasi pada perrnasalahan 

yang sedang didapai dan mempertimbangkan kondisi yang diprediksikan akan 

wad i  pada masa rnendatang baik tanpa kebijakan maupun dengan kebijakan 

yang diusulkan. 

Diharapkan agar pemerintah dapat rnemfasilitasi dan berperan sebagai 

mediator dalam mengatasi masalah yang timbul dari pengembangan 

pemanfaatan SDAL danau Singkarak, melalui beberapa kebijakan yang terkat 

dengan debt otflow ke hulu sungai Ombilin, dan kebijakan yang terkait dengan 

masalah elevasi danau yang harus dipertahankan. 
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